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A. Sudiharto DJTWANDONO

Indonesia masih tergolong negara berkembang (developing country). Ini
antara lain juga berarti bahwa masyarakat Indonesia masih berada dalam pro-
ses mengembangkan dirinya ke arah masyarakat yang maju dan modern da-
lam seluruh aspek kehidupannya, Usaha untuk mencapai taraf kemajuan itu
dilakukan melalui serangkaian usaha pembangunan nasional yang secara sis-
tematis dan bertahap dimulai sejak Pelita 1 pada tahun 1969 dan yang terus
berlanjut dan makin ditingkatkan dari satu Pelita ke Pelita berikutnva.

Peningkatan usaha pembangunan ini tidak hanya terlihat dari makin be-
sarnya jumlah anggaran pembangunan dari tahun ke tahun dan dari periode
Repelita ke Repelita berikutnya, tetapi juga pada makin luasnya jangkauan
program-program pembangunan serta penggeseran titik berat usaha pemba-
ngunan sesual dengan tahap-tahap yang direncanakan.

Satu hal yang harus diketengahkan ialah bahwa usaha pembangunan na-
sional yang dilakukan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kese-
jahteraan rakyat dalam arti ekonomis, tetapi kesejahteraan lahir dan batin,
material dan spiritual. Ia juga tidak hanya ditujukan kepada segolongan
rakyat tetapi seluruh rakyat dan seluruh masyarakat Indonesia. GBHN 1978
menyebutkan bahwa pembangunan nasional dalam jangka panjangnya ditu-
jukan kepada membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masya-
rakai Indonesia.

Di sini mengandung pengertian bahwa usaha pembangunan ditujukan ke-
pada peningkatan mutu kehidupan manusia Indonesia secara utuh dan leng-
kap. Dan karena kehidupan manusia itu beraspek banyvak dengan sendirinva
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aspek Tetaps di lain'pihak-disadari bahwa: semuanya itu ‘hanya depar dacapa;:
me;alm ‘usaha’ gembangunan ckonomi yang memungkinkan pengadaan'p
sarana dan sarana~saran& yang dlperlukan bagi peng@mbangan seianjutnya

Oleh karena itu ‘pembangunan bldang ‘ekonomi‘menjadi prioritas utama_---
terutama daiam tahap-tahap permuiaan cian proses pembangunan nasxonai

Sememara 1tu Juga dlsadara bahwa sebagax saiah satuigyarat yang: pentmg'
dan ‘menentukan: bagi-usaha pembangunan ialah terjaminnya stabilitas 'n e
sional, terutama stabilitas dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Penga
iaman dalam tahun-tahun 1950-an sampai pertengahan 1960-an menunjulkan
bahwa tanpa adanya stabilitas tidak mungkin dilaksanakannya usaha-usaha.
pembangunan sebagaimana mestinya: Periode itu penuh dengan pertentangans:
pertentangan ideologi politik antar golongan dalam masyarakat vang tidak:
memungkinkan terbinanya suatu sistern dan struktur poht;k yang mengun~
tungkan bagi usaha. pembangunan nasional, - : £ §

: __Pgmbangunan_yang s:stemaus dan ferencana baru dapat mulai.dilaksana-»
kan pada tahun 1965 setelah sejak tahun 19566 dilakukan usaha-usaha stabili-:
sasi, -mula-mula sebagai reaksi terhadap usaha perebutan kekuasaan negara;
yang gagai oleh. PKI pada Langgai 30 September 1565. Cok

Namun ini tzdak berarii bahwa pembangunan di bzdanw pohta%& telah sele—_-
sai. Sejajar dengan keberhasilan pembangunan nasional yang dititikberatkan
pada pembangunan ekonomi, pembangunan di bidang pelitik harus terus-
menerys dilakukan guna menunjang. keiangsungan usgha-usaha pembdngunan ‘s
seianjutnya

Dalam kerangka ini pemilihan umum harus dilihat sebagai bagian dari.
pembangunan bidang politik dan mezupakan salah satu bentuk dari pend;»
dlkan pohtik secam nasmnai

INDONESIA SUATU NEGARA DEMCKRAS]

Indonesia adalah suatu negara demokrasi. Hal ini secara jelas dinyatakan
di dalam UUD Negara (UUD 1945) pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: *’Kedaulat-
an adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusya—
waratan Rakyat > : :

‘Ketentuan UUD tersebut menun jukken bahwa di dalam sister kensgaraan’
Indonesia raliiaenan fertinest nda di tameon rakaat vane 1 dolor ot lemm
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dengan . demikian Majelis Permusyawaratan Rakyat berkedudukan sebagai
lembaga negara tertinggi. Kedudukan sebagai lembaga negara tertinggi. ini
tercermin dalam hak-hak yang berdasarkan ketentuan UUD dimiliki oleh Ma-.
jelis, vang terpenting adalah menetapkan UUD, memilih presiden dan wakil
presiden, dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. :

Bagaimana prakiek dalam menjalankan kehidupan demokrasi tentu tidak
selalusama-antara satu negara (atau bangsa) dengan bangsa lainnya. Perbe-
daan ini terjadi karena masing-masing bangsa mempunyai latar belakang se-
jarahnya sendiri yang dalam prosesnya selama berabad-abad telah memben-
tuk kepribadian, budaya, identitas dan pandangan serta persepsi bangsa tep--
tang kehidupan dengan segala aspeknya. Meskipun demokrasi sebagai ideal
mempunyai sifat vang universal vang esensinya tidak lain adalah diakumya
dan dilaksanakannva hak-hak asasi manusia.

BDengan demikian suatu negara adalah demokratis apabila dalam negara
itu hak-hak asasi manusia diakui dan dilzsksanakan sebagaimana mestinya dan
di dalam strukiur kenegaraan dan pemerintahan secara nyata menempatkan
kedaulatan dan kekuasaan negara di tangan rakyat. Sistem demokrasi me-
nuntutipemerintakan yang terbatas kekuasaannya (a limited government),
yang melakukan tugas pemerintahannya berdasarkan garis-garis besar kebi-
jaksanaan yang ditentukan oleh rakyat dan yang harus bertanggung jawab
kepada rakyat.

Bagi bangsa Indonesia asas-asas demokrasi ifu ingin diwujudkan sesuai
dengan persepsi bangsa Indonesia yang tumbuh dan berakar dari kebudayaan
bangsa Indonesia sendiri sebagaimana dirumuskan sebagai sila keempat dari
dasar negara, Pancasila.

Oleh karena itu demokrasi Indonesia juga disebu sebagai Demokrasi Pan-
casila. Secara umum hal ini dapat diartikan bahwa asas demokrasi di In-
donesia dilaksanakan sesuai dengan apa yang dirumuskan sebagai sila ke-
empat dari Pancasila dan dilandasi oleh filsafat Pancasila sebagai satu kese-
luruhan. Sebagaimana diketahui Pancasila adalah suatu rumusan filosofis. Ia
adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Ini semua jelas menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia merupakan
konsep demokrasi yang sangat lengkap. [a adalah suatu asas demokrasi, vang
sekaligus berlandaskan pada kepercavaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
yang menjunjung tinggl nilai-nilai kemanusiaan, yang selalu mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa dan vang diarahkan kepada terwujudnya ke-
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- Namun kehxdupan demokrasi adalah suatu proses. Proses ini hanya akan' :
berjaian lancar.dan terus meningkat ‘menuju ke taraf.yang lebih baik-dan ieb
sempurna; apabala secara -‘terus-menérus. dilakukan usaha-usaha yang men-
dorong dan: mengcmbangkannya ke arah yang benar.'Meskipun dari uraian div
.muka dapat d151mpulkan bahwa bangsa Indonesia pada‘dasarnya secara nalum Ei
adafah bangsa yang berjiwa dan berpandangan hidup Pancasila, yang secara . :
1mp1151t juga berarti -berjiwa dan berpandangan: demokratis, naluri tersebut. .
© perluadik mbangkan ‘melalui: berbagaz jalan dan. cara, yang secara sadar =
rencanakan'dan dzlaksauakan secara konsisten. : :

Kehidupan demokrasi modern juga menuntut tarafl kecerdasan tertentu
tidak-saja bagi para pemimpin tetapi bagi seluruh rakyat karena mekanisme
dalam:kehidupan demokrasi hanya akan berjalan wajar dan sehat apabila
setiap orang memiliki kesadaran dan pengertian yang cukup akan hak, kewa~3__
jiban dan tanggung Jawabnya masmg—masmg ;

Orang Juga memeriukan ”Eatlhan” dan pengalaman yang akan lebih mem=
perdalamn kesadaran dan pengertiannya dalam hidup kemasyarakatan dam
kenegaraan sehingga dapat berpartmpam secara posmf da!am kerangka sistem
demokrasa yang beriaku : - - : AR

D1 sini tampak jelas peranan yvang sangat pentmg dart pend:cixkan baik'
pendzdlkan formal .maupun nen-formal. :

Penmgkatan taraf kecerdasan rakyat hanya dapat dilakukan melalui usaha
dan kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan formal. Bisa dimengerti apa-
bila negara-negara yang baru merdeka setelah berakhirnya Perang Dunia A1y
termasuk Indonesia, sejak tahun-tahun pertama masa kemerdekaannya me-
musatkan perhatian pada pembangunan bidang pendidikan dalam rangka:
mengisi kemerdekaan yang diperolehnya baik secara damax maupun melalui
suatu revolu51 bersen;ata sepern Indonesaa o ’ .

Pembangunan bxdang pendxdikan ini umumnya d;tu}ukan untuk mengada»_-
kan perubahan dan pembaharuan dari sistem pendidikan kolonial kepada sis-.
tem pendidikan. nasional yang lebih relevan dengan kepentingan nasional
masing-masing. Setiap negara pasti berusaha untuk menjadikan warga nega-
ranya manusia-manusia yang memiliki kecerdasan intelektual vang cukup,
memiliki ketrampilan-ketrampilan tertentu untuk melakukan pekerjaan secara
baik sesuai dengan fungsi masing-masing, dan sekaligus memiliki semangat
kebangsaan yang tebal yang berkesadaran tinggi akan hak, kewajiban dan
tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. :

Tuntutan raman modern terhadan dunia rendidiken memane makin besar
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pada umumnys pendidikan hanya ditujukan pada peningkatan kecerdasan in-
telektual anak didik dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan/atau keiram-
pilan-ketrampilan vokasional tertentu. Aspek-aspek lain vang bersangkdtan
dengan pengembangan kepribadian seseorang umumnya dipandang sebagai
tugas lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain, seperti lembaga-lembsisa
keagamaan dan lingkungan keluarga. Sementara itu pendidikan, ‘khususnya
‘pendidikan formal, berperan. secara tidak langsung. Seseorang yang kecer-
dasan ;intelektualnya meningkat diharapkan akan mampu memngkatkan ke
pribadian dan mentalitasnya. Konsep ini terutama berkembang di negara-
negara Barat.

Tetapx dengan makin mengendurnya peranan Eembaga~lembaga kemasya-
rakatan dan-keagamaan sebagai efek sampingan dari proses modernisasi;
lembaga-lembaga pendidikan formal sejauh mungkin harus dapat mengisi-ke-
kosongan yang timbul. Pendidikan tidak lagi hanya berkepentingan terk'adap'
peningkatan kecerdasan intelektual tetapi sekaligus harus juga mampu me-
ngembangkan kepribadian dengan menginternalisasikan nilzi-nilai dan
norma-norma yang ber}aku ‘dalam masyarakat <

Im berart: bahwa mei&im kegiatan di bidang pendldakan formal d1harap-
kan terbentuknya warga negara yang berkepribadian utuh, yang cerdas secara
intelektual, berketrampilan, sekaligus juga berkesadaran tinggi sebagai warga
negara yang baik, sadar akan hak, kewajiban dan tanggung iawabnya ‘dan
dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan bangsanya.

- Dalam kaitannya dengan kehidupan politik dan kenegaraan berarti bahwa
pendidikan formal juga menjalankan apa vang disebut ’pendidikan politik,”’
dalam arii bahwa pendidikan formal melalui kegiatan kurikulernya juga me-
nanamkan nilai-nilai dan norma-norma kebangsaan yang berlaku dalam
hidup kemasyarakatan termasuk kehidupan politik dan kenegaraan. Meski-
pun kebanyakan pendidikan ke arah penyadaran hak dan kewajiban politik
warga negara dalam pendidikan formal tidak dilakukan secara terbuka tetapi
metalui Pkurikuum terselubung™ seperti civics, social siudies, social educa-
tion dan sebagainya. Bahkan menurut Willem Langeveld,! satu-satunya’
negara (Barat) di mana "'pendidikan politik’’ diterima secara umum hanyalah
di Republik Federasi Jerman. Kata ’politik’’ biasanyva dihindari karena poli-
tik selalu dipandang sebagai suatu kegiatan yang kotor (a dirty business) yang
harus dijauhkan dari anak didik. Politik juga selalu dihubungkan dengan
konflik, sedangkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan justra membutuh-
kan iklim yang harmonis. Politik juga sering diartikan sama dengan partai
politik, yang tentu saja tidak tepat.

Hilamn T amagatetd 0 0alrinn] Fdmmntimea e a Drineimine Bembloms e T mioe oo Eodane 13
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Tetapl ‘bagaimanapun joga pendidikan politik’’ bagi warga negara; dxu'...

perlukan oleh-setiap negara dan:dilaksanakan di banyzk negara-baik secara' ;

terbuka maupun secara tersclubung, baik melalui pendidikan formal maupun:._
non-formal atay melalui jalan dan cara lainnya. Materi pendidikan politik.

tentu: berbecia -antara: satu negara. dengan negara dainnya ‘karena. masing- . .
masmg negara: dan ‘bangsa memiliki latar-belakang, sejarah dan. kebudayaan -

sendiriyang menentukan corak kehldupan bangsa termasuk k&hldupan poh» S
ilk!}},’ _ Pt : : A . B E N L

13511\;!3:)?{]31}{ﬁsN POLITIK DI INDONESZA

Indonesm sebagai negara demokrasz yang masah tergolong negara berkem- )
bang mempunyat permasalaban sendiri yang tentu fidak sama dan tidak dapat_ -
dipersamakan dengan negara-negara maju, bahkan dalam beberapa hal juga
tidak selalu dapat diperbandingkan dengan negara-negara berkembang lain-
nya_ Gpiiieany arslrebiairigies Tt S : I g

:Konsep demokrasi yang dikembangkan di indonesia tidak lagi merupakan
masalah karena konsep demokrasi Indonesia atau demokrasi Pancasila telah
diterima-isecara ‘nasional ;padasaat ‘bangsa Indonesia ‘memprokiamasikan
kemerdekaannya pada tahun 1945. Konsep ini ' makin lama makin diperjelas
terutama 'sejak kelahiran Orde Baru pada.tahun 1966, dan sejalan dengan:
pembangunan nasional di mana ditdalamnya termasuk juga pembangunan
bidang. politik, wsaha-usaha lebih diarahkan: kepada peiaksanaan konseps:
demokrasi tersebut secara murni- dan konsekuen ' ' S 4 :

Usaha pembangunan politik dalam rangka implementasi konsep de-
mokrasi Indonesia‘ini pada dasarnya merupakan usaha yang sangat penting
dan-menyangkut kegiatan-kegiatan vang luas dan dalam. Usaha ini penting
karena perkembangan di masa.depan akan banyak tergantiung dari keberha-
silan usaha.sekarang. Usaha ini tidak-hanya merupakan-kelanjutan dari tin=
dakan-tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan vang terjadi:
dalam tahun .1950-an ‘sampai pertengahan tahun  1960-an, tetapi sekaligus
harus dapat menjamin bahwa di masa depan kehidupan demokrasi di Indo-
nesia akan tetap berkembang secara kons;sten yaltu tetap dilandasi oleh pan-
dangan dan- fﬂsafat Pancasxla - :

: Sementara itu Indonesia sebagai negara berkembang dan pernah meng-
alami masa penjajahan selama 350 tahun masih menghadapi berbagai kele-
mahan Institusional yang tentu membawa pengaruh juga dalam mekanisme
kehxdupan demokrasmya Kelemahan mstltusmnal dan mekanisme ini meru-
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rendah vang merupakan gejala umum dari suatu masyarakat vang sedang
perkembang dan. ma51h dalam proses meneju kehidupan yang lebih maju dan
1eb1h modern. : :

: Pembangunan politik di Indonesia dengan demikian meliputi kegiatan-
kegiatan yvang secara umumn ditujukan ke arah makin mantapnya demokrasi
. Pancasila. Usaha pemantapan ini seperti dikemukakan di muka, menyangkut
kegiatan-kegiatan yang luas dan dalam karena di dalamnya termasuk usgha
pengembangan kelembagaan-kelembagaan politik, mekanisme hubungan an-
tar lembaga, serta yang tidak kalah pentingnya jalsh memberikan **pen-
didikan" kepads warga negara sebagai pelaku dan partisipan kehidupan po-
litik. Setiap warga negara diharapkan memiliki pengertian dan kesadaran
politik-yang cukup sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara
dari suatu negara demokrasi yang memiliki ciri-ciri yang khas sesuai dengan
dasar nisafat dan pandangan hidup vang melandasinya.

Da sini jelas peranan pendidikan dalam rangka pembangunan politik. Pe-
ningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara akan berjalan se-
jajar dengan peningkatan kecerdasan dan pengembangan intelektual yang
hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Seperti telah disinggung, di samping
peningkatan kecerdasan kegiatan pendidikan juga diharapkan mampu me-
numbuhkan pengertian yang lebih mendalam terhadap dasar falsafati negara
dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sejarah, cita-cita dan tujuan bangsa-
nya, dan dengan demikian juga menumbuhkan dan mengembangkan perasaan
cinia tanah air-dan bangsanya, kesediaan untuk mengabdi dan berkorban, an-
tara lain dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebaik-
baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

- Adanya maia pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) vang sebelum-
nya disebut *'civics’ pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dan mata
kuliah ""Pancasila™ atau ""Ideologt Negara® pada tingkat pendidikan tinggi
menunjukkan bahwa pendidikan (formal) di Indonesia, seperti juga di banyak
negara lain, mengandung juga aspek pendidikan politik., Meskipun seperti di
banyak negara lainnya, juga di Indonesia istilah 7 pendidikan politik” tidak/
belum dipakai di lingkungan pendidikan formal.

Tetapi istilah pendidikan politik secara resmi dipakal oleh lembaga ter-
tinggl negara, vaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagaimana diketa-
hui, di dalam Garis-garis Besar Faluan Megara tahun 1978 Bab IV antara lain
disebutikan:

*Pendidikan politik rakyat ditingkatkan, agar makin sadar akan hak dan kewajibannya se-
bapai warea negara sehinpea ikut sertz secara aktif daiam kehidupan keneecarsan dan pem-
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engapa IStllah pendxdxkan poimk” tersebut secara eksphsit chpakax_-... '

penuh pertentangan dan sebagamya itu, makm Eama makin ierhapus dan
masyarakat: tumbuh pengertaan yang wajar dan ‘Sehat tentang politik. O_ _
' t'politik ‘dan’ menjaum politik, 'karena sadar atau tidak,. mau_.ﬁ’
: etiap warga negara dari ‘suatu negara sebenarnya 1eris-!
menerus terlibat da]am polmk Kehadupan kenegaraan pada dasamya ada}ah'f'
kehadupan oimk

Kea‘ua, untuk membenkan tekanan bahwa pemngkatan Kesadaran rakyat_ ﬁ
akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dengan perkataan lain
nmgkatan kesadaran politik rakyat, perlu dilakukan melalui usaha sadar, dan
terencana, dalam- hal ini melalui kegiatan. pendidikan; sehingga lebih efektif
dan ieblh menjamm “tidak- terjadinya penylmpangan peny;mpangan sepern _
pernah terjadl d1 masa yang lalu : s

E Sebenamya'tanpa us_aha_sadar dan terencana pun proses penyadaran akan
hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat dengan sen-
dirinya berjalan dalam masyarakat melalui apa yang dikenal sebagai proses
sosialisasi ‘atau sosialisasi politik. Di dalam lingkungan keluarga dan ling-
kungan pergaulan masyarakat pada umumnya terjadi interaksi-interaksi‘so’
sial, dan di dalam interaksi sosial tersebul terjadilah transfer nilai-nilai.dan
norma-norma’ yang mendasari kehidupan kemasyarakatan, termasuk kehi-
dﬂpan kenegaraan, Crang juga belajar dari pengalaman- pengaiaman empms

vang setiap hari diperoleh dalam praktek hidup bermasyarakat,

“Lebih-lebih di masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai kebersamaan dan
kekeluargaan itu masih dijunjung tinggi, proses sosxahsasa mia: mia: it ber»
Jaian cukup iancar dan efektif '

“Tetapi di dalam proses sosialisasi bukannya tidak ada risiko. Karena proses
ini berjalan secara "’bebas”’ ‘dalam pergaulan masyarakat, kemungkinan ter-
jadinya penyimpangan dan salah arah cukup besar. Unsur-unsur ideologi po-
litik yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ideologi Pancasila tetap harus
dlperhltungkan dan dicegah agar tidak sampai berkembang dalam masyarakat
dan meracun; masyarakat s o

‘Ini memberi alasan mengapa pendidikan politik it penting dan perlu di-
lakukan. Perlu adanya usaha dan kegiatan yang secara sadar dan terencana
baik dilakukan guna meningkatkan kesadaran politik rakyat sehingga setiap
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negaraan, menjalankan peranannya secara akiif dan sadar karena memiliki
tingkat kesadaran yang cukup akan hak-hak dan kewajibannya. Kesadaran ini
timbul karena keyakinan vang mendalam akan kebenaran nilai-nilai dagar
yang _mélandasi.kehidupan icenegaraan di mana ia terlibat di daiamnya..

Apa%cah pendlci:kan polmk bebas dari rislko‘? Pendidikan politik sepem
3uga pendidikan pada umomnya tentn jugs mengandung risiko. Suatu sistem
pendidikan. mungkin tidak mencapai hasil sebagaimana ditetapkan semula
karena .adanya kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan tertentu .di
dafamnya. Dalam duonia pendidikan pada umumnya dituntut adanya sepe-
rangkat komponen vang saling menunjang keberhasilannya, antara lain kuri-
kulum vang relevan, sarana-sarana fisik, metoda penyampaian pelajaran, dan
vang tidak kalah pentingnya adalah unsur manusia vang melaksanakan pen-
didikan itu, terutama para pendidik. Peranan pendidik ini lebih-lebih akan
sangat menentukan dalam hubungannya dengan pembentukan watak dan
kepribadian, .pengembangan sikap, pandangan dan tingkah laku. Di sini di-
pertukan perbuatan (action} dan contoh-contoh kenkrit, yang hanya dapat
diberikan oleh pendidik vang pada dirinya memang memiliki mutu kepriba-
dian seperti itu. Di samping ity keberhasilan pendidikan juga banyak diten-
tukan oleh *suasana pendidikan® vang ada di sckelilingnya, :

: _Qiéh} lqéxgna itu péndidikan politik harus direncanakan secara baik dan
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

.-:'-Bagi E'ari.gsa Indonesia, pendidikan politik itu sudaeh menjadi keputusan
politik. Oleh karena itu pendidikan politik harus dilaksanakan melalui berba-
gai jalan dan cara.

.-Jalan yang pertama melalui pendidikan formal sebzgaimana di muka telah
dikemukakan, meskipun i lingkungan pendidikan formal istilah pendidikan
politik tidak dipakai secara eksplisit. Di samping pendidikan formal melalui
sekolah-sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan
tinggi, pendidikan politik juga dilakukan melalui pendidikan non-formal,
melalui . organisasi-organisasi masyarakat, khususnya organisasi-organisasi
pemuda Organisasi-organisasi pemuda telab memiliki tradisi yang cukup
lama di Indonesia dan telah terbukti peranannya dalam perjuangan nasional
sejak masa kolonial, masa revolusi dan masa pembangunan sekarang. Sema-
ngat cinta tanah air dan bangsa, cinta kemerdekaan dan sikap anti penjajahan
dalam gegala bentuknva telah berhasil ditumbuhkan dan dikembangkan ter-
utama oleh organisasi-organisasi pemuda. Dalam rangka pendidikan politik
sekarang peranan itu diharapkan akan tetap besar sehingga perlu diciptakan
s;tuas; dan kendm yang menguntungkan bagl perkembangan organisasi-
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_ Pendxchkan politik juga dilaksanakan-melalui pendidikan masyarakat dan_ .
_dalam hubz.ngan ini-peranan media massa, baik-media cetak maupui --eiek-_

"hendak dlcapai.dengan pend;dnkan poht:k adalah kesadaran, semangat _ .
jiwa demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai dasar yang menjadi dasar fal«
safah neoara, yaltu Pancasila. i

Hai tu. perlu d}lakukan karena masyarakat Indonesia masih dalam taraf
berkembang menuju kehidupan yang lebih maju dan lebih modern. Proses
perkembangan itu perlu diarahkan ke arah yang sesuai: dengan dasar, cita-cita
dan tujuan bangsa Indonesia, antara lain melalui apa yang dikenal sebagal
pendidikan politik. =

PEMILIHAN UMUM DAN ARTINYA DALAM PENDIDIKAN POLITIK

- Pada-tanggal 4 Mei 1982 Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum di
mana rakyat ‘Indonesia yang ‘berdasarkan ketentuan:undang-undang ‘telah
mempunyai-hak pilih memberikan suaranya guna memilih. wakil-wakil rakyat
vang-akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan dan permusyawaratan
di-pusat- dan di tingkat ‘daerah. Ini adalah pemilihan umum yang keempat
dalam sejarah Republik Indonesia -dan merupakan yang ketiga kalmya dise-
ienggarakan daIam masa pemermtahan Orde Baru. : : :

Pemihhan nmum adalah sarana demokram yang pentmg la merupakan
perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Oleh
karena itu pemilihan umum sering kali dijadikan Autkuran sejauh mana kadar
demokrasi -dari sesuatu negara yang mengaku dirinya sebagai negara -de-
mokrasi:: Setiap pengamat selalu ingin mengetahui apakah pemilihan umum
itu-benar-benar dilaksanakan secara bebas dan rahasia, tanpa tekanan-dari
pihak-mana pun, dan diorganisasi secara baik dan bersih, sehingga hasilnyva
benar-benar. mencerminkan- aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Berapa
banyak pemilih yang menggunakan haknya juga bisa dijadikan ukuran sejauh
mana. tingkat kesadaran rakyat akan hak-dan kewajibannya sebaga; warga
negara atau tingkat kesadaran politik warga negara. :

- Dari-kedua ukuran di atas terbukti bahwa. pemilihan umum di Indoresia
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dan -samg sekali bukan sekedar formalitas dan seremoni belaka. Pemilihan
umum di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas
dan rahasia yang menjamin setiap pemilih menggunakan haknya berdasarkan
kesadaran dan kata hatinya.

Dar; segi Jumlah pemihh yang menggunakan haknya ternyata bahwa lebih
dari‘90% pemilih menggunakan haknya dalam pemilihan umum. Data-data
vang ‘dapat dikumpulkan sejak Pemilihan Umum tahun 1971 sampai Pem1~-
hhan Umum tahun 1982 menggambarkan keadaan sebagal berikui: )

Tahun Jumlah Pemilih yang Suara yang Sah Ty yang Meng-
o Penduduk Terdaftar gunakan Hak Pilik
1971 114.190.163 58.179.245 34.696.887 94,02°
1577 129.977.556 70.662.155 63.998.344 90,57
1982 147,450,208 82.082.934 75.014.980 91,33

' Tidak termasuk Irian Jaya.

Dalam hubungannyva dengan pendidikan politik pemilihan umum dapat
dilihat sebagai salah satu sarana yang efektif dalam meningkatkan kesadaran
politik rakyat. Bagi warga negara yang telah memiliki hak pilih, pemilihan
umum memberikan pengalaman praktis bagaimaa mereka selaku warga ‘ne-
gara ikut berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan dengan cara mengguna-
kan hak pilihnya. Dan bagi generasi muda yang belum memiliki hak pilih,
pemilihan umum mendemonstrasikan secara nyata bagaimana mekanisme
demokrasi itu berjalan, di mana pada suatu saat nanti mereka juga akan ter-
libat secara langsung.

Pemilihan umum juga mempunyai arti pendidikan bagi organisasi-orga-
nisasi sosial politik peserta pemilihan umum. Dari pengalaman menjadi pe-
serta pemilihan umum mereka dapat belajar banyak, khususnya tentang stra-
tegi dan taktik memenangkan suara dalam sistem yang berlaku, tentang bagai-
mana melakukan kampanye pemilihan umum secara baik, efisien dan efektif.
Organisasi-organisasi sosial politik juga perlu menyadari bahwa melalui kam-
panye yang baik mereka telah melakukan pendidikan politik rakyat, yang
pada gilirannya juga akan memberikan pengaruh positif dalam perjuangan
politik mereka.

Dari segi masyarakat pada umumnya tampak bahwa keikutsertaan masya-
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- catatan data di __muka, dalam Pemilihan - Umum 1982 pemilih yang, mengguna— :
“kan haknya sebesar 91,33% dari pemilih yang terdaftar. Tentu tidak mungkin
'-dxk tah "-'secar pasu apakah pemxhh yang menggunakan hak plhhnya ter-

' :pembenan suara dalam pemlhhan umum Ieblh sebaga1 kewa}lban da

B N _sebagai hak. Atau h;sa Juga terjadl bahwa seorang pemﬂlh mematuhk

dan’ kesadaran politik maszh harus dltlngkatkan Sekah lagi d1 sml penchdlk i
politik memegang peranan penting.

Dengan demiklan klta mehhat adanya hubungan tlmbal bahk antara 'pe—
mmhan umum dan pendld:kan poimk Dj satu pihak pemlhhan umum dapat
berfungs: sebagai sarana pendldlkan po]mk di lain pihak pendldlkan pohtlk
akan lebih memberikan arti terhadap pemﬂxhan umum. Melalui pendi
politik yang berhas:l pemlhhan umum akan lebih berfungs; dalam kehzdu
demokrass dan kehldupan kenegaraan pada UmMUMmARYa.

PERANAN ORGANISASI SOSIAL POLITIK

Telah d1kemukakan bahwa pem;hhan umum juga mempunyai arti pendl—
dikan bagi setiap organisasi sosial politik.peserta pemilihan umum. Organisasi
sosial politik yang berdasarkan ketentuan undang- undang menjadi peserta
dalam pemilihan umum dapat menarik banyak pelajaran dari. pengalaman se-
bagai . peserta’ sehingga dalam. pemilihan - umum mendatang masmg masmg
akan tampxl 1ag1 sebageu peserta secara Ieb:h mantap

Apa yang k;ranya pamas mendapatkan perhanan dari pengalaman peIak»
sanaan ‘Pemilihan ‘Umum 1982 adalah kegiatan kampanye yang dilakukan
oleh organisasi-organisasi-sosial poht;k peserta pemahhan umum memeiang
pelaksanaan pemungutan suara; - : : MR . B

: iKampanye -polmk-: dan pem;hhan umum merupakan kegiatan-kegiatan
yang sudah melembaga dalam sistem -demokrasi; meskipun kita tidak perlu
begitu saja meniru:dengan menerapkan pola yang berlaku atau biasa berlaku
di negara-negara demokrasi lainnya. Kampanye politik dalam rangka ‘pemis
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sebagaimana:juga kita menerapkan asas demokrasi dalam kehidupan pohuk
kenegaraan kita sesual dengan nilai-nilai dasar vang kita yaknu ;

Mesklpun k}ta bersyukur bahwa Pemilihan Umum 1982 pada akiurnya
telah dapat kita lalui dengan sukses, tentu kita tidak harus menutup mata tey-
hadap kekurangan-kekurangan vang ada khususnya dengan terjadinya insj-
den-insiden kekerasan di beberapa iempat selama berlaﬂgsungnya masa kamw
panye. : . o

Kampanye polmk dalam rangka pemlhhan umum merupakan kesempatan
bagi para ""kontestan’® guna menanamkan pengaruh dan simpati di kalangan
masyarakal dengan menjelaskan program-program perjuangan politiknya
bag1 kepentmgan bangsa dan negara, sehingga dengan cara demlkian masing-
masmg kontestan berusaha untuk meraih suara sehanyak- banyaknya pada
saal pemungutan suara.

K;ranya adalah wajar apabila kegiatan kampanye selalu mengandung
unsur- -unsur persaingan di antara para ""kontestan’’ peserta pemlhhan umum
karena masing- masmg tentu berusaha untuk keluar sebagas pemenang dengan
mendapatkan suard terbanyak Namun yang harus pula disadari ialah bahwa
dengan melalui kampanye politik yang baik organisasi sos:at politik dapat ber-
peran secara efektif dalam rangka pend:d;kan politik rakyat '

Mengingat tanggung jawab ini kampanye pemilihan umum perlu benar-
benar dilaksanakan secara baik, menjadi sarana komunikasi dan interaksi
vang efektif dalam rangka menyampaikan informasi- informasi, dengan se-
jauh mungkin mencegah terjadinya ekses yang tidak diharapkan seperti tindak
Kekerasan, cara-cara paksaan dan intimidasi yang menimbulkan perasaan
takut dan waswas yang meiuas di kalangan masyarakat

Kampanye vang tidak mengindahkan faktor-faktor komunikasi yang se-
harusnya akan menjadi tidak komunikatif, tidak informatif dan tidak edu-
katif, bahkan mungkin akan menjadi bumerang vang merugikan bagi pelaku
kampanye sendiri. Bukan simpati yang dipereleh tetapi justru antipati.

Masalah ini telah banvak dibahas dan ditulis di media massa khususnya
surat-surat kabar dalam -bulan-bulan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum
1982, Kiranya memang perlu direnungkan kembali dan dicari cara-cara yang
lebih baik dalam penyvelenggaraan kampanye politik untuk pemilihan-
permilihan umum mendatang. Fungsi kampanye sebagai forum komunikasi
unink menvampaikan informasi politik dari para peserta pemilihan umum
kepada masyarakat calon pemilih dan sebagai sarana pendidikan politik rak-
vat harus benar-benar dapat diwujudkan dalam masa pemilihan umum ber-






